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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP “TELLO POPOH” SEBAGAI 

ALASAN PERCERAIAN DI DESA TANAH MERAH LAOK KECAMATAN 

TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA 

 

A. Analisis Hukum Islam terhadap “Tello Popoh” Sebagai Alasan Perceraian 

di Masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah 

Kabupaten Bangkalan Madura 

Tidak ada redaksi yang pasti dan otentik mengenai pengertian dari 

“tello popoh”, hanya saja patut untuk diperbincangkan secara detail. 

Perbincangan menjadi semakin kompleks kala pemahaman masyarakat, 

khususnya di Desa Tanah Merah Laok terhadap “tello popoh” menjadi 

alasan perceraian. 

Sejatinya “tello popoh” tidak memiliki kekuatan hukum demikian. 

Pada dasarnya “tello popoh” hanya berfungsi sebagai larangan pernikahan, 

bukan sebagai alasan perceraian. Lebih jelasnya, masyarakat meyakini 

bahwa apabila kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

memiliki hubungan kekerabatan “tello popoh”, maka diharuskan untuk 

tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. 

Meskipun demikian, tidak sedikit yang memaksa untuk melanjutkan 

ke jenjang pernikahan, karena memang tidak ada sanksi hukum yang 

nyata. Apabila melanggar dari aturan ini, sanksi yang diterima oleh pelaku 

pernikahan “tello popoh” hanya sanksi sosial, berupa gunjingan, sindiran 

atau pandangan sinis dari tetangga dan masyarakat sekitar. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86 
 

Adapun contoh pasangan yang memilih untuk menerjang arus 

kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat sekitar, yakni telah dipaparkan 

di muka. Ada tiga contoh kasus, namun dua diantaranya yang memilih 

untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Perkawinan “tello popoh” yang 

“dilarang” akhirnya kandas juga karena kepercayaan yang masih diyakini 

oleh pihak keluarga. Demikianlah kepercayaan dan realita yang ada di 

masyarakat Tanah Merah Laok tentang “tello popoh”. 

Padahal menurut penulis, sebagai umat Islam yang baik dan benar, 

harusnya dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengaplikasikan nilai-

nilai dan norma-norma Islam, termasuk juga dalam hal alasan perceraian. 

Meskipun tidak berdasarkan kitab fikih yang mungkin beragam macam 

dan madzhabnya, Negara Indonesia telah mengakomodir hukum Islam 

dalam hal keperdataan yang dikodifikasikan berupa Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Hemat penulis, kalaupun jalan terakhir yang dipilih adalah 

perceraian, alasan perceraiannyapun harus sesuai dengan hukum Islam atau 

yang terdapat dalam KHI. 

Adapun alasan perceraian menurut KHI sebagaimana termaktub 

dalam Pasal 116, yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain 
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri 

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.1 

Baik dari hukum Islam klasik atau hukum Islam Indonesia (KHI) 

tidak dijumpai istilah atau yang mendekati “tello popoh”. 

Sementara jika ditemui dan diteliti secara kualitatif, ternyata 

masyarakat Tanah Merah Laok tidak begitu awam mengenai hukum Islam. 

Pengetahuan tentang fikih ibadah dan fikih muamalah juga telah diajarkan 

di sekolah madrasah diniyah dan pengajian tiap minggunya. Hanya saja 

pemahaman yang kurang akan teori ketika diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya mengenai “tello popoh” baik sebagai syarat rukun 

perkawinan ataupun alasan perceraian. 

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka “tello popoh” tidak 

dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana pada contoh kasus 

satu dan dua. Jelas hubungan kekerabatan yang dilarang untuk dinikahi 

adalah ibu, anak, saudara, saudara ayah dan/ atau ibu, anak dari saudara 

laki-laki dan/atau perempuan dan sebagainya.Sementara posisi “tello 

popoh” tidak tergolong sebagai orang yang haram untuk dinikahi menurut 

hukum Islam. Sehingga tidak relevan jika hubungan kekerabatan “tello 

popoh” dijadikan sebagai alasan perceraian. 

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 228. Lihat 

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam…, 35. 
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Lebih lanjut lagi, jikalau memang diketahui di kemudian hari bahwa 

pasangan suami-istri tersebut memiliki hubungan kekerabatan “tello 

popoh”, maka tidak lantas diharuskan cerai atau putusnya perkawinannya 

bukan karena talak atau gugat cerai, karena menurut kepercayaannya nikah 

“tello popoh” tidak diperbolehkan. Sehingga dalam kondisi dan situasi 

seperti ini, putusnya perkawinannya berupa pembatalan perkawinan, 

dengan dalih karena memiliki hubungan kekerabatan yang dilarang 

menurut hukum adat atau kepercayaan setempat. 

Dalam hadist Nabi Muhammad saw. bersabda: 

نننَ نَننَ َ عَاأنن َ  َِ سَ  عَْنأ َلَ  َُ نن نن أَُعَنع أَنن عَََضع َ عِ ننن َِ َُّعْنَاأ
عَِلع َعَدأنن َبَِ ع عَس ننلأَ َلعَلَنناُلله َلَ َعَنن أ

ََ َ ننننَ دعسََن م نننننَبِ   ننننلأعمَ  ضأ َِ ْنَسَ  مَلََنَينأ َ ع ُّمَََننَننن نَننن أِ َُّ ُِ مَلَعَ َ ع ََِ ََننَننن نَننن أِ َُّ ُِ َََعَ عََلَسَنننناُللهوََُنَ  ننننلأ   عَاَللهيأنننن
ن عََلَععأَنع أُعْن عِ بََِعع نَ دنأ َُّسأ أِ َفنََ ن َِ عَُّتنَُ  ََُّعضَندن سََن ع ،َفَ َ عَ َُّعُْنسع مَ كََثعينأ ِ سَ ُ  َلَ نََ َُنَاأاَلله عَ،َلََ ن أ

عَ،َبَِ ََ أَتنَننَ َفعيأننن َُنَ أِ َبَِ ننن،  عِ ننن َُن لأ َِ أِع أَعنننَ َيَنننلأَ َُّ ُّععَُُنَ كََننننع ، ُّمع نَنن أِ َُّ َلَ نَننَ َفِع َُّعضَننندن سََن ع فِع
 ََ َ َلعَمَََنعع   َُِحِع لَعَ ً َبَِ ََ ََ اللهعُ،َحِع ََععك ل ع ُِ   لَعَ

 [علُّهَُّعدخنعيَل ساللهو] 
 “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di 

antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat/samar, tidak 

jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan 

manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia 

telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa 

yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di 

sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. 

Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan 

ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang 

diharamkan-Nya”.2 

Hadits diatas menganjurkan untuk menghindari hal-hal yang bersifat 

shubha>t. Hal-hal yang halal sudah jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang 

                                                           
2 Abi Husayn Muslim, S}ah}i>h{ Muslim, (Berut:Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1998), 233.  
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haram, juga sudah jelas. Karena itu, nabi tidak menganjurkan umatnya 

berada di antara keduanya, antara halal dengan haram.  

Di sisi lain, setiap aturan pensyariatan yang dibuat oleh pembuat 

hukum (sha>ri’) memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan 

pensyari>atan itu biasa disebut dengan maqa>s}id al-sha>ri’ah yang secara 

garis besar bisa dikatakan untuk menggapai kebaikan dan menolak 

kejelekan bagi manusia. Oleh karena itu, al-Gha>zali menyatakan bahwa 

dalam rangka menggapai maqa>s}id al-sha>ri’ah, maka kebutuhan dasar 

manusia harus dipenuhi.3 Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ini bisa 

terealisasi dalam  bentuk penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal; 

agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.4.  

Dengan demikian, semua perbuatan manusia harus mengarah kepada 

tujuan pensyariatan, yaitu untuk menggapai kebaikan dan menolak 

kejelekan bagi manusia yang bisa terealisasi dengan menjaga kebutuhan 

dasar manusia yang lima. Begitu juga dengan “tello popoh” baik sebagai 

larangan nikah atau alasan perceraian yang mana hal tersebut tidak diatur 

dalam hukum Islam, bahkan untuk larangan nikah merupakan hal yang 

bertentangan dengan hukum Islam karena tidak termasuk hubungan 

kekerabatan yang dilarang untuk mengikat tali perkawinan. 

Rasulullah bersabda, : 

                                                           
3 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119. 
4 Al- Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Shari>’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221. 
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عََلَسَنناُللهوََ عَاَللهيأنن َلعَلَنناُلله َلَ  َعَس ننلأ ع عَ نندأ َطنَععننوَُسع أَنن عَبِ ع أَنن  َعَاللهعننَُ سَنن  َ أَِ َُُِّ نن ُِ َمَ َ َبَِ ع عَنن أ
عََلَسَناللهَُ عَاَللهيأن َلعَلَناُلله َلَ  َعَس نلأ ع ن أ َ ع نَ نََ َََيَفعظأن   َِ َلَعَْنأسَ  َُ وَ؛َدعَأََ ننَلَعَيْأَننَ ععََعَنع

نأد َ،َ. َُعَُ نأد َ،َعَلََََ نَ ََ َ]علُّهَُّعتر ذيَل ن َََيُِثَيس َلحيح[ َُعَُ
 “Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah 

Shallallahu’alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata : Saya 

menghafal dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam (sabdanya): 

Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak 

meragukanmu.” (Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Haditsnya hasan 

shahih)5 

Dengan dasar hadits tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa larangan 

nikah “tello popoh” dan alasan perceraian karena “tello popoh” merupakan 

hal yang belum jelas ketentuan dan dasar hukumnya, dengan pertimbangan 

hukum yang telah jelas mengatur tentang hubungan kekerabatan yang 

dilarang untuk menikah (tidak ada redaksi yang menyebutkan “tello 

popoh” termasuk di dalamnya) dan alasan-alasan perceraian, maka sebagai 

umat Islam kita harus taat pada ketentuan yang telah jelas hukumnya 

menurut hukum Islam dan meninggalkan hal yang meragukan, bahkan hal 

yang telah jelas haram hukumnya menurut hukum Islam. 

Sementara jika dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, hal ini 

menjadi semakin rancu, karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah 

aturan yang sesuai dengan hukum yang tertulis, yakni dalam keperdataan 

penduduk yang beragama Islam menggunakan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Maka alasan “tello popoh” akan 

ditolak oleh hakim yang mengadili perkara tersebut, baik tello popoh 

                                                           
5 Abu Abdillah Muhammad Isma’il Al-Bukhory, Shahih Bukhary, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 

117. 
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dengan maksud pembatalan perkawinan atau perceraian (permohonan talak 

atau cerai gugat). 

“Tello popoh” sebagai alasan perceraian sejatinya tidak tertuang 

secara tersirat maupun tersurat, baik dalam fikih klasik maupun fikih 

Indonesia. Dalam fikih klasik, alasan perceraian bisa berbentuk syiqaq, 

ila’, khuluk, fasakh dan talak. Sementara dalam fikih Indonesia telah 

dipaparkan di atas sesuai apa yang tertuang dalam pasal 116 KHI. Dengan 

demikian, pernikahan dengan mempelai yang memiliki hubungan 

kekerabatan “tello popoh” adalah sah menurut hukum Islam dan hukum 

nasional, selama syarat dan rukun pernikahan yang lain terpenuhi. Karena 

pernikahannya sah, maka jika memang di kemudian hari memilih untuk 

bercerai, tidak dapat menggunakan alasan perceraian karena “tello popoh”. 

B. Analisis Hukum Adat terhadap “Tello Popoh” Sebagai Alasan Perceraian 

di Masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah 

Kabupaten Bangkalan Madura 

Berbicara tentang Hukum Adat, ada baiknya kita pahami 

definisinya terlebih dahulu. Meminjam pengertian Hukum Adat menurut 

JHP. Bellefroid, dia mendefinisikan Hukum Adat sebagai peraturan hidup 

yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa (unstatutory law), namun 

dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-
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peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.6 Lebih lanjut lagi, Hazairin 

menambahkan bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan 

dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung, sehingga dalam 

sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak 

selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Maka dari itu, Adat itu 

adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah 

Adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah 

mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.7 

Melihat pemaparan di atas, sehingga bisa dipahami bahwa sumber 

Hukum Adat adalah kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat yang 

berhubungan dengan tradisi rakyat. Namun tidak semua adat merupakan 

hukum, contohnya ialah pada kasus yang diangkat dalam skripsi “tello 

popoh” sebagai alasan perceraian di masyarakat Desa Tanah Merah Laok 

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ini. 

Masyarakat desa tersebut memiliki keyakinan terhadap larangan 

nikah bagi yang memiliki kekerabatan “tello popoh”. Kepercayaan ini 

telah dianut dan dihormati secara komunal oleh masyarakat desa tersebut. 

Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka menurut teori Opinio Yuris 

Necessitatis, masyarakat akan patuh dan menjalankan kepercayaan 

tersebut. Masyarakat akan membatalkan pertunangan jika calon mempelai 

                                                           
6 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 

1968), 14. 
7 Ibid., 16. 
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memiliki hubungan kekerabatan “tello popoh” karena secara tidak sadar 

unsur-unsur hukum adat telah dipegang teguh oleh masyarakat tersebut. 

Secara teoritis, unsur Hukum Adat ada dua, yakni (1) unsur 

kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaat yang sama selalu diindahkan 

oleh rakyat, dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan 

pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.8 

Akan tetapi, dalam hal larangan nikah ini tidak serta merta dapat 

dikategorikan sebagai Hukum Adat di desa tersebut, karena pada 

kenyataannya larangan nikah ini tidak memiliki sanksi yang konkrit 

terhadap pelanggar ketentuan ini. Lebih lanjut, Ter Haar menjelaskan 

bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan 

hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum 

yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat yang 

bersangkutan. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan 

hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, begitu pula 

sebaliknya.9 

Sementara yang terjadi dalam contoh kasus yang diteliti oleh 

penulis, tidak ditemukan sanksi oleh penguasa (kepala desa, tokoh adat 

maupun tokoh masyarakat). Hanya saja, dalam pernikahan semacam ini, 

terdapat timbal balik yang cenderung mengakibatkan gejolak, baik yang 

menjalankan pernikahan tersebut (suami-stri) maupun bagi masyarakat 

sekitar. 

                                                           
8 Ibid., 18. 
9 Ibid., 17. 
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Pertentangan kecil ini dianalogikan sebagai bola salju, yang semakin 

hari semakin membesar. Karena pada dasarnya, terdapat beberapa anggota 

masyarakat atau mungkin keluarga kedua belah pihak yang masih belum 

setuju atas perkawinan “tello popoh” tersebut. Hal tersebut merupakan 

suatu keniscayaan karena pada dasarnya masyarakat desa tersebut masih 

memegang teguh  petuah dari leluhurnya yang berbunyi “jek amantan bik 

tello popohan” (jangan menikah dengan kerabat tello popoh) dan menjadi 

paradigma yang profan dan sakral untuk didekontruksi. 

Sejatinya, larangan nikah untuk hubungan kekerabatan “tello 

popoh” ini, tidak ditemukan dalam ketentuan hukum Islam sebagai agama 

tunggal di desa tersebut. Hukum Islam memandang hubungan kekerabatan 

ini bukanlah hubungan kekerabatan yang terlarang untuk mengikat tali 

perkawinan, sehingga ketentuan larangan nikah ini bertentangan dengan 

hukum Islam. Maka dari itu, penulis berpendapat hal ini sejalan dengan 

teori yang didengungkan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib, yakni teori 

Receptio A Contrario. Teori ini menyebutkan bahwa hukum adat baru bisa 

diterima apabila sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.10  

Apabila teori ini dikaitkan dengan “tello popoh”, baik sebagai 

larangan nikah atau alasan perceraian di masyarakat Tanah Merah Laok, 

maka hal ini menjadi jelas adanya. “Tello popoh” sebagai larangan nikah 

dan atau sebagai alasan perceraian merupakan sesuatu yang tidak ada 

ketentuannya dalam hukum Islam, bahkan hal ini bertentangan dengan 

                                                           
10 Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 42. 
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hukum Islam, karena dalam hukum Islam hubungan kekerabatan “tello 

popoh” bukan merupakan hubungan kekerabatan yang dilarang untuk 

menikah.  Sehingga berdasarkan teori Receptio A Contrario maka 

pernikahan “tello popoh” merupakan perbuatan yang sah dan lumrah 

menurut hukum Islam dan “tello popoh” sebagai larangan nikah dan/atau 

alasan perceraian tidak dapat diterima/ditolak.  

 


